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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari
interaksinya dengan orang lain, dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Setiap
interaksi tersebut akan selalu menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat
hukum dari seseorang yang meninggal dunia, adalah pembagian harta waris.

Meninggalnya seseorang akan mengakibatkan goncangnya kestabilan
anggota keluarganya, namun perasaan tersebut harus dapat dikendalikan oleh
keluarga yang ditinggalkan, karena perawatan jenazah merupakan sesuatu yang
memerlukan perhatian dari para keluarga yang ditinggalkan sebagai wujud
pengabdian terakhir kepada orang yang telah tiada. Setelah semua itu selesai
masalah yang timbul kemudian adalah masalah keduniawian antara para ahli
warisnya yaitu tentang pembagian harta waris.!

Terdapat dua istilah harta dalam ilmu kewarisan. Perfama, Harta
Peninggalan yang biasa dikenal dengan sebutan tirkah yang merupakan
keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh Si Mayyit. Kedua, harta waris, dalam
bahasa Arab harta waris disebut dengan istilah &g yang merupakan isim

mafil dari £’ madi &5 .<4)55 yang diartikan sebagai harta benda yang

! Oemar Salim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesis, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. IV,
2006), 24.



ditinggalkan oleh si mayyit yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah
diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan
wasiat.

Pembagian harta waris merupakan permasalahan yang tergolong rumit
untuk diselesaikan, adanya sifat serakah yang tidak terkendali dalam diri
manusia, tak jarang menyebabkan kasus pembagian kewarisan ini dipenuhi
dengan sengketa dan harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, meskipun pada
dasarnya pembagian harta waris ini bisa dilakukan secara kekeluargaan.

Terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu
Hukum Waris BW, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Perbedaan
ketiga sistem hukum waris ini berpengaruh kepada kompetensi peradilan yang
akan menanganinya.

Di Indonesia penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (judicial power)
dilaksanakan oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai
Pengadilan Tertinggi. Pengadilan pada keempat lingkungan peradilan tersebut
memiliki cakupan dan kekuasaan masing-masing yang telah ditentukan oleh

bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.3

2 Fathur Rahman, /Imu Waris, (Bandung: Al-Ma’arif, Cet. X, 1975), 36.

3 Cik Hasan Bisti, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1998), 203.



Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan peradilan
terdiri atas kekuasaan relatif (refative competentie) dan kekuasaan mutlak
(absolute competentie). Kekuasaan relatif  diartikan sebagai kekuasaan
pengadilan satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan
pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.* Sedangkan kekuasaan
absolut adalah kekuasaan mutlak pengadilan yang berkenaan dengan jenis
perkara dan jenjang pengadilan.

Agar suatu gugatan tidak diajukan secara keliru, maka dalam cara
mengajukan gugatan penggugat harus memperhatikan bahwa gugatan harus
diajukan secara tepat kepada badan pengadilan yang berwenang untuk mengadili
persoalan tersebut.’Pengadilan Agama scbagai salah satu lembaga peradilan
khusus memiliki kekuasaan memeriksa, memutus dan menyelesaikan “perkara
perdata tertentu” di golongan “rakyat tertentu”, yaitu orang-orang yang
beragama Islam.® Kekuasaan absolut Peradilan Agama ini diatur dalam pasal 49
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu sebagai

berikut:

25.

4 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

5 Retno Wulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori

dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 11.

6 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, 206.



Pasal 49

1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan;

b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum
Islam;

c. wakaf dan shadaqah.

2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a
ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang
mengenai perkawinan yang berlaku.

3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b
ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai
harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan
melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. 7

Kekuasaan inipun diperluas dengan adanya Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sehingga selain perkawinan, waris, wasiat, hibah,
wakaf, zakat, infaq dan shadaqah, kekuasaan absolut Peradilan Agama juga
meliputi masalah ekonomi syariah.?

Putusan Pengadilan Agama Lumajang nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj
ini memuat tentang kasus sengketa waris orang Islam yang seharusnya dalam
penyelesaiannya menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama, dalam hal ini
Pengadilan Agama Lumajang. Namun sebelum perkara ini diajukan ke
Pengadilan Agama Lumajang, kasus ini sudah pernah diajukan di Pengadilan

Negeri Lumajang dengan putusan di tingkat pertama dimenangkan oleh

7 pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¥ Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



Penggugat, namun saat diajukan ke tingkat Banding, pihak Tergugat yang
menang sechingga putusan pada tingkat pertama dibatalkan, tak puas dengan
putusan tersebut pihak Penggugat mengajukan Kasasi bahkan Peninjauan
Kembali pun ditempuh, namun keduanya ditolak, sehingga para Penggugat tetap
pada posisi kalah, diputusnya upaya hukum tersebut menunjukkan bahwa
putusan ini sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta waris tetap dalam
kekuasaan para Tergugat. Tergugat I merupakan keponakan dari istri Almarhum
dan Tergugat II merupakan salah satu keponakan Almarhum. Sedangkan
menurut hukum waris Islam maupun BW Tergugat I bukan merupakan ahli waris
dari Almarhum.

Karena terbukti sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum
tetap maka dalam perkara ini majelis hakim memutuskan mengabulkan eksepsi
ne bis in idem yang diajukan oleh para Tergugat. Sebagaimana yang telah
diketahui bahwa eksepsi ne bis in idem adalah eksepsi yang mengatakan bahwa
untuk perkara yang sama, dahulunya sudah pernah diajukan kepada pengadilan,
telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.’

Alasan ne bis in idem dalam kasus ini karena sebelumnya kasus ini
sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Lumajang dengan nomor register

18/Pdt.G/2002/PN.Lmj pada tanggal 28 Mei 2002, kemudian diajukan upaya

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IX, 2009), 439.



hukum banding dan terdaftar dengan nomor register 763/PDT/2002/PT. Sby, tak
puas dengan keputusan hakim, perkara ini dinaikkan ke tingkat kasasi dengan
nomor register 2043K/PDT/2004, bahkan diajukan upaya hukum luar biasa
berupa peninjauan kembali dengan nomor register 38PK/PDT/2009, sehingga
putusan dalam kasus ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam kasus ini terdapat beberapa kejanggalan yang ditemui,
diantaranya: Kenapa perkara kewarisan orang Islam bisa ditangani oleh
Pengadilan Negeri? Kenapa Pengadilan Agama Lumajang tidak menyelesaikan
pembagian harta waris bagi para pihak, padahal dari segi kompetensi absolut
Peradilan Agama masalah kewarisan ini merupakan kewenangan Peradilan
Agama sebagaimana yang terkandung dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang
nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama?

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat
judul “Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Putusan
Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj tentang
Gugatan Kewarisan atas Obyek Sengketa yang Telah Diputus oleh
Pengadilan Negeri” untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai

kompetensi absolut Peradilan Agama dalam menangani masalah kewarisan.



B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat
diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:
a. Kompetensi absolut Peradilan Agama
b. Kompetensi relatif Peradilan Agama
c. Kompetensi absolut Peradilan Negeri
d. Ekscpsi ne bis in idem
e. Kewarisan menurut Islam
f. Kewarisan menurut BW
g. Hak opsi dalam masalah kewarisan
h. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lumajang tentang gugatan
kewarisan atas obyek sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri
pada putusan Pengadilan Agama Lumajang nomor
2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj.
i. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lumajang dalam menangani
masalah waris orang Islam.
j. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap gugatan kewarisan atas
obyek sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri pada putusan

Pengadilan Agama Lumajang nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj.



2. Batasan Masalah

Melihat luasnya pembahasan dalam identifikasi masalah di atas, maka
penulis membatasi masalah dalam pembahasan sebagai berikut:

a. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lumajang tentang gugatan
kewarisan atas obyek sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri
pada putusan Pengadilan Agama Lumajang nomor
2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj.

b. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap gugatan kewarisan atas
obyek sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri pada putusan

Pengadilan Agama Lumajang nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah

dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1.

Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lumajang tentang
gugatan kewarisan atas obyek sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan
Negeri pada putusan Pengadilan Agama Lumajang nomor
2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj?

Bagaimana analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap gugatan
kewarisan atas obyek sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri
pada putusan Pengadilan Agama Lumajang nomor

2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj?



D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara

penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan

sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang

membahas tentang kompetensi Absolut Pengadilan Agama maupun ne bis in

idem, diantaranya:

1.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan
Agama dalam Perkara Hibah Wasiat (Studi Pembatalan Putusan Pengadilan
Agama Ponorogo oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya)” yang ditulis
oleh Syihabuddin (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN
Sunan Ampel Surabaya, 2011). Dalam skripsi ini disebutkan bahwa hibah
wasiat pada substansinya sudah masuk dalam wasiat yang ada dalam ada
dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sehingga masalah
tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama."

Skripsi Berjudul “Studi Analisis Hukum Acara Peradilan Agama dan
Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya no.
2451/Pdt.G/2007/PA. Sby tentang Gugatan Ne bis in idem dalam Perkara
Hadlanah” yang ditulis oleh Miftahudin Azmi (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah,

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009). Skripsi ini

19Syihabuddin, “Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam perkara

hibah wasiat (Studi pembatalan putusan Pengadilan Agama Ponorogo oleh Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya )” Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011).
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menjelaskan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau biasa
disebut dengan gugatan ne bis in idem dalam perkara tertentu dapat diterima,
asalkan terdapat bukti-bukti yang kuat."

3. Skripsi yang berjudul “Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syariah (Analisis terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Pasal
55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)” yang ditulis oleh
Ahmad Zuhdi Amin (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN
Sunan Ampel Surabaya, 2009). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ketentuan
pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 memberi kewenangan mutlak kepada
Pengadilan Agama untuk menangani perkara ekonomi syariah, begitu juga
dengan pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 memberi kewenangan khusus
kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara ekonomi syariah.'?

4. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap
Putusan Ne Bis In Idem di Pengadilan Agama Bangil dalam Perkara Cerai
Talak (Studi Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2009/PA.Bgl. dan Nomor
1396/Pdt.G/2010/PA.Bgl.)” yang ditulis oleh Khoirul Hadi Iswanto (Jurusan
Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Bangil

""Miftahudin Azmi, “Studi Analisis Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Islam
terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya no. 2451/Pdt.G/2007/PA. Sby tentang Gugatan Ne bis
in idem dalam Perkara Hadlanah” Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2609).

2Ahmad Zuhdi Amin, “Hak opsi dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah (Analisis
terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Pasal 55 UU nomor 21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah)” Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009).
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yang menyatakan bahwa tidak terjadi ne bis in idem dalam gugatan
rekonpensi harta bawaan yang diajukan dalam perkara cerai talak nomor
1396/Pdt.G/2010/PA.Bgl. karena putusan sebelumnya telah gugur dengan
tidak diucapkannya ikrar talak."
Sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada kompetensi absolut
Pengadilan Agama terkait masalah kewarisan, yang di dalamnya terdapat

masalah ne bis in idem.

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai
tujuan:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lumajang
tentang gugatan kewarisan atas obyek sengketa yang telah diputus oleh
Pengadilan Negeri pada putusan Pengadilan Agama Lumajang nomor
2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj.

2. Untuk mengetahui hasil analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap
gugatan kewarisan atas obyek sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan

Negeri pada putusan Pengadilan Agama Lumajang nomor

2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj.

BKhoirul Hadi Iswanto “Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Putusan Ne Bis
In Idem di Pengadilan Agama Bangil dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor
0430/Pdt.G/2009/PA.Bgl. dan Nomor 1396/Pdt.G/2010/PA.Bgl.)" Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan
Ampel, 2011).
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F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih

pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sckurang-kurangnya dapat di

gunakan untuk dua aspek, yaitu :

1. Aspek tcoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya
dan hukum perdata pada khususnya.

2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi
masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait

langsung dengan penelitian ini.

G. Definisi Operasional
Guna mempermudah dalam memahami maksud dari istilah tertentu
dalam skripsi ini, maka akan dipaparkan beberapa definisi yang bisa dijadikan
acuan dalam memahaminya, yaitu sebagai berikut:

Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa
untuk  mengetahui keadaan  yang
sebenamya.14

Hukum Acara Peradilan Agama : Dalam penelitian ini yang digunakan

adalah pasal yang menerangkan mengenai

4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3,
(Jakarta: Balai Pustaka, Cet. III, 2005), 43.



Putusan Pengadilan Agama Lumajang

Gugatan Kewarisan

Obyek Sengketa

Pengadilan Negeri

13

kompetensi absolut Peradilan Agama yaitu
pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama. Serta pasal 1917
KUHPerdata yang menerangkan tentang ne
bis in idem.
: yang dimaksud dalam skripsi ini adalah
putusan nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj.
Tuntutan hak yaitu tindakan yang
bertujuan memberikan perlindungan yang
diberikan oleh pengadilan untuk mencegah
perbuatan main hakim sendiri

13 tentang  masalah

(eigenrighting)

pembagian waris.
: Benda yang disengketakan oleh kedua
belah pihak, dalam hal ini berupa tanah

warisan.

: Pengadilan Negeri Lumajang

5 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdats di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:

Kencana, 2005), 1.
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H. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau
biasa disebut dengan metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode yang
dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka yang ada.
1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang
diperoleh dengan cara mempelajari berkas perkara (Putusan Pengadilan
Agama Lumajang Nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj) terkait penyelesaian
kasus kewarisan atas obyek sengketa yang telah di putus oleh Pengadilan
Negeri. Data yang dapat dikumpulkan meliputi:
a. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara kewarisan atas obyek
sengketa yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri.
b. Ketentuan perundang-undangan terkait kompetensi absolut Peradilan
Agama, yaitu pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama.
c. Ketentuan hukum Acara Perdata tekait ne bis in idem, yaitu pasal 1917
KUHPerdata.
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber

data sekunder yang terdiri dari:
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a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. 16 seperti
peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer
dalam penelitian ini meliputi:

1) Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Nomor 1
tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).

2) Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor
2782/Pdt.G/2010/PA.Lm;j.

3) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor
298/Pdt.G/2011/PTA. Sby.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer.'” Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

2) Fathur Rahman, /Imu Waris

3) M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan
Agama UU no. 7 tahun 1989

4) M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata

5) Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia

18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, Cet. III, 1986), 52.
17 5,
Ibid.
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6) Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama

7) Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah
Syari’ah

8) Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan
Peradilan Agama

9) Buku-buku penunjang lain yang berkaitan dengan kompetensi absolut
Peradilan Agama.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mmberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum
tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan
Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Dokumen
Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data yang diperoleh
melalui data tertulis. Dalam hal ini adalah salinan putusan Pengadilan
Agama Lumajang Nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj, Undang-Undang
Peradilan Agama serta buku referensi yang berkaitan dengan kompetensi
absolut Pengadilan Agama.
b. Wawancara
Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dimana informan
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dan pewawancara berhadapan secara fisik.'® Dalam metode penelitian
hukum kepustakaan, wawancara dapat digunakan untuk mengklarifikasi
terhadap pihak terkait mengenai perkara yang sedang diteliti. Dalam hal
ini wawancara dilakukan kepada ketua majelis hakim yang memutus
perkara Nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj.
4. Teknik Pengolahan Data
Setelah seluruh data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah
mengolah data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode
deskriptif yaitu menggambarkan kasus yang terjadi dari semua aspek
hukumnya, kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan,
pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan
tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dalam hal ini
digambarkan terlebih dahulu mengenai kasus yang terjadi di Pengadilan
Agama Lumajang, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang
terdapat dalam literatur.
Kemudian kesimpulan diperoleh melalui pola pikir deduktif yaitu
metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang
berkenaan dengan kompetensi absolut Peradilan Agama, selanjutnya

diterapkan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di

18 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 95.
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lapangan, dalam hal ini terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang

Nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj.

L. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan
penulisan dan pemahaman. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini
adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori dengan judul “Penyelesaian
Sengketa Waris di Peradilan Agama” bab ini membahas tentang kompetensi
Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Agama dan hukum kewarisan di
Indonesia.

Bab ketiga dengan judul “Deskripsi Putusan Pengadilan Agama
Lumajang Nomor 2782/Pdt.G/2010/PA. Lmj tentang Gugatan Kewarisan atas
Obyek Sengkcta yang Telah Diputus oleh Pengadilan Negeri” berisi tentang
gambaran umum Pengadilan Agama Lumajang. Selanjutnya memuat deskripsi
kasus dalam perkara nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj., proses persidangan,

pertimbangan majelis hakim serta bunyi amar putusannya.
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Bab keempat dengan judul “Analisis Hukum Acara Peradilan Agama
terhadap putusan putusan nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj tentang Gugatan
Kewarisan atas Obyek Sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri”
merupakan analisis terhadap kasus dalam putusan tersebut dan analisis terhadap
pertimbangan hakim dalam memutusnya.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



